
 

 

 

BABiI 

iPENDAHULUAN 

 

A. iLatariBelakangiMasalah 

    iIndonesiaimerupakanikepulauaniterbesar diiduniaiyangiterdiriidarii17.504 

ipulau,inamaialternatifiyangibiasaidiipakaiiadalah nusantara.1 Jumlah penduduk 

iIndonesia diproyeksikani padai tahun 2021 populasinyai sebanyak 273.879.750 

jutaijiwa.2iHal iniimenjadikan Indonesiaisebagai negarai berpendudukiterbesar 

keempati diidunia. 

 iIndonesia memilikiietnis dan bahasaiyangiberagam. Setiapi etnisimemiliki 

ciriikhasidanitradisi yang berbedaipada setiapiprovinsi, yangimembentangidari 

kepulauaniSabang sampaiiMerauke. Beberapaietnisiyang ada diimasing-masing 

kepualauanidiantaranya adalahiSuku Batakidari SumateraiUtara, Suku Melayuidari 

BangkaiBelitung, SukuiSerawaiidari Bengkulu, SukuiLampungidariiLampung, 

SukuiBetawiidari DKIiJakarta, SukuiSunda dari JawaiBarat, SukuiBaduy dari 

Banten, SukuiJawa dari DaerahiIstimewaiYogyakarta, SukuiMadura dariiJawa 

Timur, SukuiBima dari NusaiTenggara Timur, SukuiDayak dari KalimantaniBarat, 

SukuiMinahasa dariiSulawesi Utara, SukuiGorontalo dariiGorontalo, SukuiBuru 

dari Maluku, dan SukuiAsmat dariiPapua. Secara lebih spesifik, sukuibangsa Jawa 

adalahisuku bangsaiterbesaridengan populasiimencapai 41,7% dariiseluruh 

pendudukiIndonesia. 

   iIndonesia jugaimerupakan Negaraidengan jumlahipenduduk beragamaiIslam 

terbesaridi dunia, yaituisekitarilebihidari 220 juta jiwaiatau sekitar 87% dariitotal 

pendudukiIndonesia. Jumlahitersebutimerupakan 12,75% dari jumlahiseluruh umat 

muslimidi dunia. Namun, Agamaiyang diakuiioleh NegaraiIndonesia terdiriidari : 

 
1 Justus M. van der Kroef (1951). "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". Journal of 

the American Oriental Society 71 (3), hlm.166–171. 

2 https://www.bps.go.id/, diakses pada tanggal 03 Maret 2022, Pkl. 10.25 WIB. 
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AgamaiIslam, AgamaiKristen, AgamaiKatolik, AgamaiHindu, AgamaiBudha, dan 

AgamaiKonghucu.3 

    Berdasarkanipulauiyangibesar, etniki dan agama yang beragam, maka 

KepulauaniIndonesia menjadi unik. Keunikanitersebutimendorongiadanya 

destinasiiwisata. Destinasiiwisata di Indonesiaijuga banyak dipengaruhiioleh 

Agama, salahisatunya adalah wisataireligi. Seperti Masjidiistiqlal yangimenjadi 

destinasiiwisata religi bagiiumat Islam, PuraiTanah Lot di Baliimenjadi destinasi 

wisataiagama Hindu, MahaiVihara Mojopahit di Mojokertoimerupakan wisata 

religiibagi umat Budha, GerejaiBleneduk Semarangimenjadi tempat wisataireligi 

bagi KristeniProtestan, dan lainisebagainya. 

    Munculnyaiwisata religiikemudian berkembangimenjadi pariwisataihalal. 

Dua hal yangiberbeda, namunisama-sama dipengaruhiioleh Agama. Pariwisata 

halalilebih umumidibandingkan denganiwisata religi, karenaidestinasinya lebih 

luas, tidakihanya terkaitidengan tempat-tempat ibadahidan khazanahiagama 

tertentuisaja, akan tetapiisetiap destinasi dikatakanisebagai wisataihalal jika 

memenuhiisyarat-syarat yang telahiditetapkan oleh SyariatiIslam. Makaidari itu, 

diperlukanikebijakan dari Pemerintahitentang wisataihalal. Kebijakan iniimenjadi 

penting karenaiuntuk mengaturidan melindungiihak dan kewajibanipenyelenggara 

maupun penggunaiwisataihalal. 

    Pariwisata pada saat ini merupakan suatu mega bisnis. Hal tersebut 

dikarenakan pariwisata membuat orang atau masyarakat rela meninggalkanirumah 

dan pekerjaaniuntuk berbondong-bondong memuaskan atauimembahagiakan diri 

(pleasure) daniuntuk menghabiskaniwaktu luangi(leisure). Maka dapat dikatakan 

jika berwisata merupakan bagian penting dalam kehidupan dan gayaihidup di 

negara-negaraimaju.4 Di Indonesia sendiri untuk jejak pariwisata dapat ditelusuri 

kembali ke dasawarsa 1910-an melalui pembentukan VTV (Vareeneging Toeristen 

Verkeer), yang merupakan suatu badan pariwisata Belanda di Batavia. Selain itu 

 
3 Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta; Indonesia's Population: Ethnicity 

and Religion in a Changing Political Landscape; Institute of Southeast Asian Studies, 2003, hlm.13. 
4 I Gede Pitana, I Ketut S D,iPengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, Andi, 2009, hlm.32. 



 
 

 
 

badan pemerintah ini juga bertindak sebagai tour operator dan travel agen, yang 

secara gencar mempromosikan Indonesia, khususnya Jawa dan Bali.5 

 

    Namun akhir-akhir ini, masalah wisata mengalami perkembangan baru yang 

tidak saja menjadi fenomena lokal dalam sebuah negara tertentu, namun justru 

berubah menjadi fenomena global sebagaimana kita cermati melalui berbagai 

media, hal ini dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat 

masa kini sudah mulai tertarik dengan wisata yang berbasis syariah. Tentu saja hal 

ini sejalan dengan tingkat kesadaran religiusitas masyarakat yang sudah mulai 

tumbuh, tidak saja di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya sebagai 

Muslim, bahkan juga di negara-negara sekuler sekali pun. Atau dengan kata lain, 

akhir-akhir ini, pariwisata halal sudah semakin banyak diminati, sehingga 

diprediksi akan mempunyai prospek yang menjanjikan.6 

Destinasi diiIndonesia berbenahidan terusimelakukan perbaikan, serta 

membuatisuatu ciriikhas/keunikan tertentuiyang nantinya dapatidijual dan 

dinikmatiioleh para wisatawan. Banyakiragam dan macamiyang ditawarkanidalam 

membenahiihal tersebut, daerahiyang memilikiibentang alam yangibaik akan 

memfokuskaniwisata alam daerahiyang memilikiisejarah kotaiakibat zaman 

penjajahanidan kerajaan di masailampau akan memfokuskaniwisata kotaidaerah 

yang memilikiibanyak pusat-pusatiperibadahan akanimemfokuskan wisataiagama 

daerah yangimemiliki ragam jenisimakanan yang ditawarkaniakan memfokuskan 

wisataikuliner. Itulah berbagaiijenis wisata yangiditawarkan Indonesiaibagi 

paraiwisatawan. 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

yang mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.7 

 
5 Ibid, hlm.35. 

6 Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi, Malang, UIN-Maliki 

Press, 2017, hlm.5. 

7 Swarbrooke, Pengembangan Pariwisata, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 

99. 



 
 

 
 

Kepariwisataan sebagai salah satu bidang sektor penunjang pendapatan asli daerah 

memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Keparawisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat mulktidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata 

merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa 

negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di 

samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang 

menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, 

pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan 

peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi 

dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di 

kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor 

yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai pilar pembangunan nasional 

karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang 

mengalami krisis. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan 

bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan 

kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi 

tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam 

menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan 

peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan 

reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan 

dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif 

termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta 

mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada 

masyarakat/publik. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga 

daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah (Pemda), sekarang 



 
 

 
 

berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan daerah (Perda) dengan tujuan 

untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh 

pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (public issues) yang 

terdapat di dalam Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, 

karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat 

kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta 

bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung 

kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan 

perundang-undangan, statemen pejabat negara, maupun seluruh kegiatan 

pemerintahan baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk 

memecahkan permasalahan di dalam masyarakat. 

    Kekayaaniwisata yang dimiliki olehiIndonesia itulah, yangiakhirnya menarik 

kunjunganipara wisatawanibaik wisatawanimancanegara (wisman)imaupun 

wisatawaninusantara (winus) untukiberwisata diiIndonesia. Adapunidefinisi 

wisatawanimancanegara sesuaiidengan rekomendasiiUnited Nation World Tourism 

Organizationi(UNWTO) yaitu : “setiap orangiyang mengunjungiisuatu negara di 

luar tempatitinggalnya, didorongioleh satu atauibeberapa keperluanitanpa 

bermaksudimemperoleh penghasilanidi tempat yangidikunjungi danilamanya 

kunjunganitersebut tidakilebih dari duaibelas bulan.” Definisiiwisata diatas 

mencakupidua kategoriitamuimancanegara, yaitu :8 

1. Wisatawan i(tourist) iadalah isetiap ipengunjung iseperti idefinisi idi iatas iyang 

itinggal ipaling isedikit i24 i(dua ipuluh iempat) ijam, iakan itetapi itidak ilebih idari 

i12 i(dua ibelas) ibulan idi itempat iyang idikunjung, idengan imaksud ikunjungan 

iantara ilain i: i(a) iPersonal i: iberlibur, irekreasi, imengunjungi iteman iatau 

ikeluarga, ibelajar iatau ipelatihan, ikesehatan iolah iraga, ikeagmaan, ibelanja,  

itransit idan ilain isebagianya; i(b) iBisnis idan iprofesional i: imenghadiri 

 
8 Laporan Kinerja Kementrian Pariwisata Tahun 2017, hlm.52. 



 
 

 
 

ipertemuan, ikonferensi  iatau ikongres, ipameran idagang, ikonser, 

ipertujukan, idan ilain-lain. 

2. Pelancong i(Excursionist), iadalah isetiap ipengunjung iseperti idi iatas iyang 

itinggal ikurang idari idua ipuluh iempat ijam idi itempat iyang idikunjungi 

i(termasuk icruise ipassenger iyaitu isetiap ipengunjung iyang itiba idi isuatu 

inegara idengan ikapal iatau ikereta iapi, idimana imereka itidak imenginap idi 

iakomodasi iyang itersedia idi inegara itersebut). 

 Pengertian ipariwisata idalam iPasal i1 iangka i(3) iUndang-undang iNomor i10 iTahun 

i2009 iTentang iKepariwisataan iadalah i“berbagai imacam ikegiatan iwisata idan ididukung 

iberbagai ifasilitas iserta ilayanan iyang idisediakan ioleh imasyarakat,  ipengusaha, 

iPemerintah, idan iPemerintah iDaerah”.9 iSecara ibahasa ipariwisata idapat idiartikan 

isebagai isuatu ikegiatan iperjalanan iyang idilakukan ibaik ioleh iseseorang  imaupun 

iberkelompok, iuntuk imengunjungi isuatu idestinasi iwisata iatau itempat iwisata idalam 

iwaktu isingkat idan ijauh idari itempat itinggal iasalnya, iyang imempunyai itujuan iuntuk 

ihiburan. 

 Pengembangan isuatu iobjek iwisata iharus imemenuhi ibeberapa ikriteria 

ipengembangan ipariwisata iagar iobyek itersebut idiminati ipengunjung, iyaitu i:10 

1. Something ito isee iadalah iobyek iwisata itersebut iharus imempunyai isesuatu 

iyang ibisa idi ilihat iatau idi ijadikan itontonan ioleh ipengunjung iwisata. iDengan 

ikata ilain iobyek itersebut iharus imempunyai idaya itarik ikhusus iyang imampu 

iuntuk imenyedot iminat idari iwisatawan iuntuk iberkunjung idi iobyek itersebut. 

2. Something ito ido iadalah iagar iwisatawan iyang imelakukan ipariwisata idi isana 

ibisa imelakukan isesuatu iyang iberguna iuntuk imemberikan iperasaan isenang, 

ibahagia, irelax iberupa ifasilitas irekreasi  ibaik iitu iarena ibermain  iataupun 

itempat imakan, iterutama imakanan ikhas idari itempat itersebut isehingga 

imampu imembuat iwisatawan ilebih ibetah iuntuk itinggal idi isana. 

3. Something ito ibuy iadalah ifasilitas iuntuk iwisatawan iberbelanja iyang ipada 

iumumnya iadalah iciri ikhas iatau iicon idari idaerah itersebut, isehingga ibisa  

idijadikan isebagai ioleh-oleh. 

 
9 Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 
10 Yoeti, Oka A, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung, Angkasa, 1996, hlm.15. 



 
 

 
 

 Kabupaten iBekasi imerupakan isalah isatu ikabupaten iyang iberada idi iJawa iBarat, 

idengan iletak igeografis iyang istrategis imenjadi ikawasan ipenyangga iIbu iKota iNegara, 

idengan iarus ilalu ilintas imanusia idalam imengakses itempat-tempat itertentu, itentunya 

imembuat ikabupaten iBekasi imenjadi idaerah iyang itidak iterlepaskan idari iwisata. 

 Hiburan imalam itelah imenyuguhkan iberbagai ijenis ihiburan iyang imenjadi iobyek 

ikunjungan ipara iwisatawan idomestik, imancanegara imaupun ipenduduk iKabupaten 

iBekasi. iDalam iperkembangannya ihiburan imalam iyang imenjadi iobjek itersebut 

imempunyai idua idampak iyaitu ipositif idan inegatif. iPada isisi ipositif ikegiatan ihiburan 

imalam itersebut, ibagi isebagian imasyarakat imemberi irezeki, ikarena imereka ibisa 

imendapatkan ipenghasilan idari isegi iekonomi isebagai isumber ipenghasilan. iNamun 

idisisi ilain iterjadi ikecenderungan itimbulnya idampak inegatif iseperti iterganggunya 

ikeamanan idan iketertiban idi iKabupaten iBekasi. iTerjadinya ikecenderungan 

iterganggunya ikeamanan idan iketertiban idi iKabupaten iBekasi  isebagai  iakibat idari 

ipenggunaan iminum-minuman ikeras idan ipenyalahgunaan inarkoba. iHiburan imalam 

iyang iberkembang idi iKabupaten iBekasi  icenderung iberhubungan idengan iminuman 

ikeras, ikarena ikebanyakan ihiburan imenyediakannya. i 

 Para ipengunjung isebagai ipenikmat ihiburan imalam iyang imenggunakan 

iminuman ikeras/beralkohol, idan imenurut iDepkes i(Departemen iKesehatan) iminuman 

iber-alkohol iatau iminuman ikeras iini imenyebabkan iGangguan iMental iOrganik i(GMO) 

igangguan iini iakan imengakibatkan iperubahan iperilaku, iseperti ibertindak ikasar, 

igampang imarah isehingga imemiliki imasalah. idalam ilingkungan isekitar. iAkibat 

iselanjutnya iadalah imasyarakat iumum imenjadi iterganggu idengan iadanya ikonflik 

isebagai iakibat idari ipara ipenikmat ihiburan imalam itersebut. iHal iini ijika idibiarkan iakan 

imengganggu ibagi iaktivitas imasyarakat ilainnnya, ikarena imerasa itidak iaman. iPada isisi 

ilain itempat ihiburan imalam ipun iberdampak isecara iperlahan ipada ipergeseran inilai-nilai 

inorma idan ibudaya imasyarakat ikabupaten iBekasi, ipergeseran inorma idan ibudaya 

isemakin isulit idibendung. 

 Hal iini idisebabkan ioleh iderasnya iarus iinformasi idan imodernisasi iyang 

imenyebabkan isebagian ibesar imasyarakat iberfikiran ibahwa iwisata ihiburan imalam 

iseperti idiskotik, iclub, ibar, ipub idianggap isesuatu iyang imembuat imereka ilebih i“gaul”. 

iPemerintah isebagai  ipihak iyang iberwenang imembuat iperaturan iharus imembuat 



 
 

 
 

ikebijakan iuntuk imelindungi imasyarakat iKabupaten iBekasi. iWarga imasyarakat  

imembutuhkan irasa iaman idan inyaman idalam ikehidupan isehari-hari isehingga idapat 

ibebas iberaktivitas idi isetiap iwaktu itanpa iterganggu. iKebijakan ipublik iberupa iPeraturan 

iDaerah i(perda) iyang idibuat ioleh iPemerintah iKabupaten iBekasi, imerupakan iinstrumen 

ibagi ipenyelenggaraan  iberbagai iurusan ipemerintahan, itermasuk ikeamanan idan 

iketertiban ibagi imasyarakat. iSejalan idengan iPembukaan iUndang-Undang iDasar i1945 

iAlinea ikeempat imenegaskan ibahwa itujuan idibentuknya iPemerintahan iNegara 

iRepublik iIndonesia iadalah i“melindungi isegenap iBangsa iIndonesia”, imaka 

iPemerintah idalam ihal iini itelah imengeluarkan ikebijakan itentang ibagaimana 

imengurangi iatau imeminimalisir idampak inegative idari ihiburan imalam. 

 Sedangkan idalam iperspektif iIslam iterhadap ipariwisata, ibahwa iada ibeberapa 

ipandangan, iyaitu:11 

1. Pertama, iperjalanan idianggap isebagai iibadah, ikarena idiperintahkan  iuntuk 

imelakukan isatu ikewajiban idari irukun iIslam, iyaitu ihaji ipada ibulan itertentu 

idan iumrah iyang idilakukan isepanjang itahun ike ibaitullah. 

2. Kedua, idalam ipandangan idunia iIslam, iwisata ijuga iterhubung idengan ikonsep 

ipengetahuan idan ipembelajaran. iHal iini imenjadi iperjalanan iterbesar iyang 

idilakukan ipada iawal iIslam idengan itujuan imencari idan imenyebarkan 

ipengetahuan. 

3. Ketiga, itujuan iwisata idalam iIslam iadalah iuntuk ibelajar iilmu ipengetahuan 

idan iberpikir. iPerintah iuntuk iberwisata idi imuka ibumi imuncul ipada ibeberapa 

itempat idalam iAl-Qur'an. 

4. Keempat, itujuan iterbesar idari iperjalanan idalam iwisata iIslam iadalah iuntuk 

imengajak iorang ilain ikepada iAllah idan iuntuk imenyampaikan ikepada iumat 

imanusia iajaran iIslam iyang idiwahyukan ikepada iNabi iMuhammad isaw. iHal 

iini iadalah imisi iRasul idan ipara isahabat ibeliau. iPara isahabat iNabi iMuhammad 

imenyebar ike iseluruh idunia, imengajarkan ikebaikan idan imengajak imereka 

iuntuk imenjalankan ikebenaran. 

 
11 Aan J, Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek, Jurnal Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Januari 2017, hlm.5. 



 
 

 
 

 Konsep iwisata idikembangkan iuntuk imencapai itujuan itersebut.  iAkhirnya, 

iwisata iIslam ijuga itermasuk ikegiatan iperjalanan iuntuk imerenungkan ikeajaiban 

ipenciptaan iAllah idan imenikmati ikeindahan ialam isemesta iini, isehingga iakan imembuat 

ijiwa imanusia imengembangkan ikeimanan iyang ikuat idalam ikeesaan iAllah idan iakan 

imembantu iseseorang iuntuk imemenuhi ikewajiban ihidup. iTerminologi ipariwisata 

idalam ikonteks iIslam idiperbolehkan isepanjang itidak ikeluar idari iaturan iyang iditetapkan 

ioleh iAllah iSWT. iMaka idalam ikonteks iini, ipijakan iwisata imenurut iIslam  iharus iberpijak 

ipada iAl-Quran idan iHadist.12 

 Hukum iberfungsi imengatur iseluruh iaspek ikehidupan iberbangsa idan ibernegara 

idapat ibernegara idapat imemberikan ikontribusi iyang ibesar ikepada ipelaksanaan 

ipembangunan ijika iaparat ipenegak ihukum idan iseluruh ilapisan imasyarakat itunduk idan 

itaat iterhadap inorma-norma ihukum, inamun ikadangkala igradiasi ipidana iyang 

idijatuhkan imemiliki idua isisi, idisatu isisi imerupakan iperlindungan imasyarakat idan 

iancaman ikejahatan ipada isisi ilainnya. iPidana iyang idijauhkan idianggap  isebagai 

ipelanggaran ihak iasasi imanusia.13 

 Pemerintah iKabupaten iBekasi imengeluarkan iPeraturan iDaerah iNomor i3 iTahun 

i2016 itentang ipenyelenggaraan ikepariwisataan, idimana idalam iperaturan  idaerah 

itersebut imengatur imengenai ipenyelenggaraan  ikepariwisataan idengan itetap 

imengedepankan inorma iagama, inilai ibudaya idan inorma isopan isantun iyang ihidup 

idalam imasyarakat iKabupaten iBekasi. iDi idalam iPasal i47 iayat i(1) iPeraturan iDaerah iNo 

i3 iTahun i2016 itentang ipenyelenggaraan ikepariwisataan idijelaskan  imengenai iJenis 

iusaha ipariwisata iyang idilarang, imeliputi i: 

a. Diskotik 

b. Bar 

c. Klab iMalam 

d. Pub i(Public iHouse) 

e. Karaoke 

 
12 Fatkurrohman, 2018, Artikel: Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist, 

https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/, 

diakses pada tanggal 03 Maret 2022 pukul 11:30 
13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 

2005, hlm.2. 

https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/


 
 

 
 

f. Panti iPijat i(Message) 

g. Live iMusic, idan 

h. Jenis-jenis iusaha ilainnya iyang itidak isesuai idengan inorma iagama. 

 Satuan iPolisi iPamong iPraja i(Satpol iPP) iKabupaten iBekasi imenutup i19 idari i83 

itempat ihiburan imalam i(THM) idi iKabupaten iBekasi, isesuai idengan iamanat  iPeraturan 

iDaerah iNomor i3 iTahun i2016 iPasal i47 iayat i(1) itentang iKepariwisataan ijenis iusaha 

ipariwisata iyang idilarang idiskotik, ibar, ikepariwisataan, ipanti ipijat, ilive imusic, idan 

itempat ihiburan ilain. iBeberapa iTHM iyang iditutup idi iantaranya iMulia, iCinderella, idan 

iV2. iSatuan iPolisi iPamong iPraja i(Satpol iPP) iKabupaten iBekasi imempertegas 

ipenutupan iitu idilakukan ikarena iTHM idilarang ioleh iPERDA itersebut. i 

 Pada iprakteknya idi iwilayah iKabupaten iBekasi  imasih ibanyak iditemukan itempat 

iusaha ipariwisata iyang idilarang iberdiri isesuai  idengan iPasal i47 iayat i(1) iPeraturan 

iDaerah iNomor i3 iTahun i2016 itentang ipenyelenggaraan ikepariwisataan, iguna 

imenghindari iadanya ioknum-oknum ipemilik ihiburan imalam iyang imelakukan ikegiatan 

iusahanya iyang idapat imenimbulkan ihal iyang ibertentangan idengan inorma-norma 

isosial, iagama imaupun inorma ibudaya idibutuhkannya ikeseriusan ipemerintah  idaerah 

iBekasi idalam imenertibkan ihal itersebut. i 

 Berdasarkan ipemaparan idi iatas, ipenulis itertarik iuntuk imengkaji ipermasalahan 

imengenai i“ iPENERAPAN iPASAL i47 iPERATURAN iDAERAH iKABUPATEN 

iBEKASI iNOMOR i3 iTAHUN i2016 iTENTANG iPENYELENGGARAAN 

iKEPARIWISATAAN iTERHADAP iLARANGAN iTEMPAT iHIBURAN 

iMALAM iDI iKABUPATEN iBEKASI iDIHUBUNGKAN iDENGAN iASAS 

iEFEKTIVITAS iHUKUM i”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.detik.com/tag/bekasi/?_ga=2.36776352.1027154812.1539226546-1659285558.1512636997


 
 

 
 

 

 

 

 

 

B. Rumusan iMasalah iPenelitian 

Berdasarkan iilatar iibelakang iiyang iitelah iidikemukakan iidiatas, iimaka iidapat 

idirumuskan iipermasalahan iisebagai iiberikut i: 

1. Bagaimana iPenerapan iPasal i47 iPeraturan iDaerah iNomor i3 iTahun i2016 

itentang iPenyelenggaraan iKepariwisataan iterhadap ilarangan iTempat 

iHiburan iMalam idi iKabupaten iBekasi? 

2. Bagaimana iPenegakan iHukum iterhadap ilarangan iTempat iHiburan iMalam 

idi iKabupaten iBekasi idi itinjau idari iEfektivitas iHukum? 

C. Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan iirumusan iimasalah iiyang iitelah iidiuraikan, iipenelitian iiini 

iibertujuan iiuntuk: 

1. Untuk iMengetahui idan iMenganalisis iPenerapan iPasal i47 iPeraturan iDaerah  

iNomor i3 iTahun i2016 itentang iPenyelenggaraan iKepariwisataan iterhadap 

ilarangan iTempat iHiburan iMalam idi iKabupaten iBekasi. 

2. Untuk iMengetahui idan iMenganalisis isejauh imana iPenegakan iHukum 

iterhadap ilarangan iTempat iHiburan iMalam idi iKabupaten iBekasi idi itinjau 

idari iEfektivitas iHukum. 

D. Kegunaan iPenelitian 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan imanfaat idiantaranya i: 

1. Teoritis, ipenelitian iini idiharapkan idapat imengidentifikasi ipermasalahan  

iyang itimbul iserta imemberi isumbangan ipemikiran ibagi ipengembangan 

iIlmu iTata iNegara imengenai iPenerapan iPasal i47 iPeraturan iDaerah iNomor 

i3 iTahun i2016 itentang iPenyelenggaraan iKepariwisataan iterhadap 

ilarangan iTempat iHiburan iMalam idi iKabupaten iBekasi idihubungkan 

idengan iAsas iEfektivitas iHukum. 



 
 

 
 

2. Secara iPraktis, imenggambarkan ibagaimana imanfaat ihasil ipenelitian 

idalam itesis iini ibagi ibeberapa ipemangku ikepentingan, iyakni i: 

a. Pemerintah iDaerah iKabupaten iBekasi,  iagar ibisa imemberikan 

ipertimbangan idalam imengambil ikebijakan iberdasarkan idata idan ihasil  

idari ipenelitian iini. 

b. Pengusaha ihiburan imalam, iuntuk ibisa ilebih imemahami isubstansi 

iperaturan ihukum iyang iberlaku idi isuatu idaerah. 

c. Masyarakat, iberperan iaktif iuntuk imengawal ipenerapan iatau 

ipelaksanaan iPeraturan iDaerah idi iwilayah iKabupaten iBekasi. 

E. Kerangka iPemikiran 

Berdasarkan iuraian ipendahuluan idiatas, imaka ipenulis imenggunakan ilandasan 

iteoritis iTeori iKepastian iHukum isebagai iGrand iTheory, iKonsep iPemerintahan iDaerah 

isebagai iMiddle iTheory idan iTeori iEfektivitas iHukum isebagai iApplied iTheory iyakni 

isebagai iberikut i: 

1. Teori iKepastian iHukum 

 Kepastian iiadalah iiperihal ii(keadaan) iiyang iipasti. iiHukum iisecara iihakiki 

iiharus iipasti iidan iiadil. iiKepastian iihukum iimerupakan iipertanyaan iiyang iihanya iibisa 

iidijawab iisecara iinormatif iibukan iisosiologi. iiKepastian iiHukum iisecara iiNormatif 

iiadalah iiketika iisuatu iiperaturan iidibuat iidan iidiundangkan iisecara iipasti iikarena 

iimengatur iisecara iipasti iidan iiLogis.14
 iJelas iidalam iiartian iitidak iimenimbulkan 

iikeragu-raguan ii(multi iitafsir) iidan iilogis. iiJelas iidalam iiartian iiia iimenjadi iisuatu 

iisistem iinorma iidengan iinorma iilain iisehingga iitidak iiberbenturan iiatau iimenimbulkan 

iikonflik iinorma. iiKepastian iihukum iimenunjuk iikepada iipemberlakuan iihukum iiyang 

iijelas, iitetap, iikonsisten iidan iikonsekuen iiyang iipelaksanaannya iitidak iidapat 

iidipengaruhi iioleh iikeadaan-keadaan iiyang iisifatnya iisubjektif. iiKepastian iidan 

iikeadilan iibukanlah iisekedar iituntutan iimoral, iimelainkan iisecara iifactual iimencirikan 

iihukum. iiSuatu iihukum iiyang iitidak iipasti iidan iitidak iimau iiadil iibukan iisekedar 

iihukum iiyang iiburuk. 

 
14 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385. 



 
 

 
 

 Menurut iiKelsen, iihukum iiadalah iisebuah iisistem iinorma. iiNorma iiadalah 

iipernyataan iiyang iimenekankan iiaspek ii“seharusnya” iiatau iidas iisollen, iidengan 

iimenyertakan iibeberapa iiperaturan iitentang iiapa iiyang iiharus iidilakukan. iiNorma-

norma iiadalah iiproduk iidan iiaksi iimanusia iiyang iideliberatif. iiUndang-Undang iiyang 

iiberisi iiaturan-aturan iiyang iibersifat iiumum iimenjadi iipedoman iibagi iiindividu 

iibertingkah iilaku iidalam iibermasyarakat, iibaik iidalam iihubungan iidengan iisesama 

iiindividu iimaupun iidalam iihubungannya iidengan iimasyarakat. iiAturan-aturan iiitu 

iimenjadi iibatasan iibagi iimasyarakat iidalam iimembebani iiatau iimelakukan iitindakan 

iiterhadap iiindividu. iiAdanya iiaturan iiitu iidan iipelaksanaan iiaturan iitersebut 

iimenimbulkan iikepastian iihukum.15 

 Menurut iiSudikno iiMertokusumo, iikepastian iihukum iimerupakan iijaminan 

iibahwa iihukum iidijalankan iidan iiyang iiberhak iimenurut iihukum iidapat iimemperoleh 

iihaknya iidan iibahwa iiputusan iitersebut iidapat iidilaksanakan. iiWalaupun iikepastian 

iihukum iierat iikaitannya iidengan iikeadilan, iinamun iihukum iitidak iiidentik iidengan 

iikeadilan.16 

 Menurut iiMaria iiS.W. iiSumardjono iibahwa iitentang iikonsep iikepastian iihukum 

iiyaitu iibahwa ii“secara iinormatif, iikepastian iihukum iiitu iimemerlukan iitersediannya 

iiperangkat iiperaturan iiperundang-undangan iiyang iisecara iioperasional iimaupun 

iimendukung iipelaksanaannya. iiSecara iiempiris, iikeberadaan iiperaturan 

iiperundangundangan iiitu iiperlu iidilaksanakan iisecara iikonsisten iidan iikonsekuen 

iioleh iisumber iidaya iimanusia iipendukungnya”.17 

 KepastianiiHukum iisebagai iisalah iisatu iitujuan iihukum iidan iidapat iidikatakan 

iiupaya iimewujudkan iikeadilan. iiBentuk iinyata iidari iikepastian iihukum iiadalah 

iipelaksanaan iidan iipenegakan iihukum iiterhadap iisuatu iitindakan iitanpa iimemandang 

iisiapa iiyang iimelakukan. iiAdanya iikepastian iihukum iisetiap iiorang iidapat 

iimemperkirakan iiapa iiyang iiakan iiterjadi iijika iimelakukan iitindakan iihukum iiitu, 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 158. 
16 Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24. 
17 Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya 

Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di 

bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 

1997, hlm.1. 



 
 

 
 

iikepastian iisangat iidiperlukan iiuntuk iimewujudkan iikeadilan. iiKepastian iisalah iisatu 

iiciri iiyang iitidak iidapat iidipisahkan iidari iihukum, iiterutama iiuntuk iinorma iihukum 

iitertulis. iiHukum iitanpa iinilai iikepastian iiakan iikehilangan iimakna iikarena iitidak 

iidapat iidi iigunakan iisebagai iipedoman iiperilaku iibagi iisetiap iiorang.18 

 Jelas iidalam iiartian iitidak iimenimbulkan iikeraguan ii(multi-tafsir) iidan iilogis 

iidalam iiartian iimenjadi iisuatu iisistem iinorma iidengan iinorma iilain iisehingga iitidak 

iiberbenturan iiatau iimenimbulkan iikonflik iiNorma. iiKepastian iihukum iimenunjuk 

iikepada iipemberlakuan iihukum iiyang iijelas, iitepat, iikonsisten iidan iikonsekuen iiyang 

iipelaksanaan iinya iitidak iidapat iidipengaruhi iioleh iikeadaan-keadaan  iiyang iisifatnya 

iisubjektif. iiHukum iiadalah iikumpulan iiperaturan-peraturan iiatau iikaidah-kaidah 

iidalam iisuatu iikehidupan iibersama, iikeseluruhan iiperaturan iitentang iitingkah iilaku 

iiyang iiberlaku iidalam iisuatu iikehidupan iibersama iiyang iidapat iidipaksakan 

iipelaksanaannya iidengan iisuatu iisanksi. iiKepastian iihukum iimerupakan iiciri iiyang 

iitidak iidapat iidipisahkan iidari iihukum iiterutama iiuntuk iinorma iihukum iitertulis.19 

 Menurut iiApeldroon, iikepastian iihukum iimempunyai iidua iisegi. iiPertama, 

iimengenai iisoal iidapat iidibentuknya ii(bepaalbaarheid) iihukum iidalam iihal-hal iiyang 

iikonkret. iiArtinya iipihak-pihak iiyang iimencari iikeadilan iiingin iimengetahui iihukum 

iidalam iihal iiyang iikhusus iisebelum iimemulai iiperkara. iiKedua, iikepastian  iihukum 

iiberarti iikeamanan iihukum. iiArtinya iiperlindungan iibagi iipara iipihak iiterhadap 

iikesewangan iihakim.20
 iDalam iiparadigma iipositivisme iidefinisi iihukum iiharus 

iimelarang iiseluruh iiaturan iiyang iimirip iihukum, iitetapi iitidak iibersifat iiperintah iidari 

iiotoritas iiyang iiberdaulat, iikepastian iihukum iiselalu iidijunjung iitinggi iiapapun 

iiakibatnya iidan iitidak iiada iialasan iiuntuk iitidak iimenjunjung iihal iitersebut iikarena 

iidalam iiparadigmanya iihukum iipositif iiadalah iisatusaatunya iihukum. 

 Menurut iiJan iiMichiel iiOtto, iikepastian iihukum iiyang iisesungguhnya iimemang 

iilebih iiberdimensi iiyuridis. iiNamun iiOtto iimemberikan iibatasan iikepastian iihukum 

 
18 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, hlm, 270. 
19 Memahami Kepastian dalam Hukum http//ngobrolinhukum.wordpress.com diakses pada 

tanggal 11 Oktober 2022 pukul 20:25. 
20 L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83. 



 
 

 
 

iiyang iilebih iijauh iiyang iimendefenisi iikepastian iihukum iisebagai iikemungkinan 

iibahwa iidalam iisituasi iitertentu iiyaitu: 

a. Tersedia iiaturan-aturan iiyang iijelas ii(jernih), iikonsisten iidan iimudah 

iidiperoleh ii(accessible). 

b. Instansi-instansi iipenguasa ii(pemerintah) iimenerapkan  iiaturan-

aturan iihukum iitersebut iisecara iikonsisten iidan iijuga iitunduk iidan 

iitaat iikepadanya. 

c. Warga iisecara iisipil iimenyesuaikan iiperilaku iimereka iiterhadap 

iiaturan-aturan iitersebut. 

d. Hakim-hakim ii(peradilan) iiyang iimandiri iidan iitidak iiberpihak 

iimenerapkan iiaturan-aturan iihukum iitersebut iisecara iikonsisten 

iisewaktu iimereka iimenyelesaikan iisengketa iihukum, iidan 

e. Keputusan iiperadilan iisecara iikonkret iidilaksankan.21 

 Hukum iiyang iiditegakkan iioleh iiinstansi iipenegak iihukum iiyang iidiberikan 

iitugas iiuntuk iiitu iiharus iimenjamin ii“Kepastian iiHukum” iidemi iitegaknya iiketertiban 

iidan iikeadilan iidalam iikehidupan iimasyarakat. iiKetidakpastian iihukum iiakan 

iimenimbulkan iikekacauan iidalam iikehidupan iimasyarakat iidan iiakan iisaling iiberbuat 

iisesuka iihati iiserta iibertindak iimain iihakim iisendiri. iiKeadaaan iiseperti iiini 

iimenjadikan iikehidupan iiberada iidalam iisuasana iisocial iidisorganization iiatau 

iikekacauaan iisosial.22 

 Menurut iiSatjipto iiRahardjo, iiuntuk iimendirikan iiNegara iihukum iimemerlukan 

iisuatu iiproses iiyang iipanjang, iitidak iihanya iiperaturan-peraturan iihukum iisaja iiyang 

iiharus iiditata iikelola iidengan iibaik iinamun iidibutuhkan iisebuah iikelembagaan iiyang 

iikuat iidan iikokoh iidengan iikewenangan-kewenangan iiyang iiluar iibiasa iidan 

iiindependen, iibebas iidari iiintimidasi iiatau iicampur iitangan iieksekutif iidan iilegislatif 

iiyang iidilaksanakan iioleh iisumber iidaya iimanusia iiyang iibermoral iibaik iidan iiteruji 

 
21 Jan Michiel Otto, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT 

Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85. 
22 M. Yahya Harahap, PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan 

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76. 



 
 

 
 

iisehingga iitidak iimudah iiterjatuh.23
 iGustav iiRadbruch iimengatakan ii4 iihal iimendasar 

iiyang iiberhubungan iidengan iimakna iikepastian iihukum, iiyaitu: 

a. Bahwa iihukum iipositif, iiartinya iiadalah iiPerundang-undangan. 

b. Bahwa iihukum iiitu iididasarkan iipada iifakta, iiartinya iididasarkan 

iipada iikenyataaan. 

c. Bahwa iifakta iiharus iidengan iicara iiyang iijelas iisehingga 

iimenghindari iikekeliruan iidalam iipemaknaaan, iidisamping iimudah 

iidilaksanakan. 

d. Bahwa iihukum iipositif iidan iitidak iiboleh iidiubah.24 

 Hukum imengorientasikan isuatu ikebutuhan iyang imelekat ipada ikehidupan 

imasayarakat, itujuannya iadalah iuntuk imelayani ianggota imasyarakat  iseperti 

imendistribusikan isumber idaya, imengalokasikan ikekuasaan, idan imelindungi 

ikepentingan ianggota imasyarakat. iDalam itinjauan ispesifik, ihukum ibanyak idigunakan 

isebagai isarana iuntuk imewujudkan ikebijakan ipublik iberfungsi idalam irangka 

imerealisasi ikebijakan imenggunakan iperaturan-peraturan ihukum iyang idibuat iuntuk 

imempengaruhi iaktivitas ipemegang ikekuasaan.25 

 Fungsi ihukum isebagai imedia ipengatur iinteraksi isosial. iDalam ipengaturan 

itersebut iterdapat ipetunjuk imengenai iapa iyang iharus idilakukan, imana iyang iboleh idan 

itidak iuntuk idilakukan, idengan iharapan isegala isesuatunya iberjalan iteratur idan itertib. 

iDalam iposisimasyarakat  iyang iteratur, ihukum idijadikan isarana iuntuk imencapai 

iterwujudnya ikeadilan isosial.Dalam imewujudkan iperananya ipembentuk iperaturan 

iperundang-undangan imelalui isejumlah ikekuasaan idan iwewenang iyang idimiliki iharus 

imemperhatikan ikenyataan iempiris idan inorma-norma iyang isepatutnya. 

 Hukum idan imasyarakat itidak idapat idipisahkan, iada iyang ipenting iantara idua ihal itersebut 

iyaitu irelasi ikekuasaan idalam imasyarakat.Implementasi ifungsi idapat idipengaruhi idengan 

itipologi ihukum iitu isendiri idalam imenata imasyarakat imealui isuatu ikekuasaan. iMemahami 

 
23 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-

136. 
24 Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2012, hlm. 56. 
25 Jawahir Thontowi, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Fahma, Yogyakarta, 2007, hlm. 64-

65. 

 



 
 

 
 

itipologi ihukum i(represif, iotonom, iresponsif) ipenting ibagi ipemegang ikekuasaan isebagai 

ilandasan ikonsep icara iberhukum, imelalui itipologi ihukum ipemegang ikekuasaan idapat 

imenetapkan ihukum isecara ikumulatif isesuai ikasus iyang idihadapi idemi ikepentingan 

imasyarakat iluas itanpa imemanifulasi ihukum, iuntuk imemperoleh ipencapaian ikeadilan iformal 

i(kepastian ihukum itertulis isecara iformil idan imateril) idalam iupaya imencari ikeadilan isubstantif. 

 

2. Konsep iPemerintahan iDaerah 

 Peraturan  iDaerah i(Perda) iadalah iperaturan iperundang-undangan iyang idibentuk 

idengan ipersetujuan ibersama ikepala idaerah idengan iDPRD iyang iberfungsi iuntuk 

imenyelenggarakan iotonomi idaerah, itugas ipembantuan, imenampung ikondisi ikhusus 

idaerah idan ipenjabaran ilebih ilanjut iperaturan iperundang-undangan. 

Dalam ipembentukan iPerda ipaling isedikit iharus imemuat i3 i(Tiga) 

ilandasan iatau i3 i(Tiga) iaspek, iyaitu i: i i 

1. Landasan iFilosofis i 

Landasan ifilosofi iadalah ilandasan iyang iberkaitan idengan idasar iatau 

iideologi inegara. 

2. Landasan iSosiologis 

Landasan isosiologis iadalah ilandasan iyang iberkaitan idengan ikondisi 

iatau ikenyataan iempiris iyang ihidup idalam imasyarakat, idapat iberupa 

ikebutuhan iatau ituntutan iyang idihadapi ioleh imasyarakat,  

ikecenderungan, idan iharapan imasyarakat. 

3. Landasan iYuridis 

Landasan iyuridis iadalah ilandasan iyang iberkaitan idengan ikewenangan 

iuntuk imembentuk, ikesesuaian iantara ijenis idan imateri imuatan, itata icara 

iatau iprosedur itertentu, idan itidak ibertentangan idengan iperaturan 

iperundang-undangan iyang ilebih itinggi. 

 Mengingat iPerda iadalah iproduk ipolitis, imaka ikebijakan idaerah iyang ibersifat 

ipolitis idapat iberpengaruh iterhadap isubstansi iperda, ioleh ikarena iitu iperlu 

idipertimbangkan ikebijakan ipolitis itersebut itidak imenimbulkan igejolak idalam 

imasyarakat. iImplementasi ikebijakan imerupakan itahap iyang ipenting idalam iproses 



 
 

 
 

ikebijakan ipublik, isuatu iprogram iharus idiimplementasikan iagar imempunyai idampak 

iagar itujuan iyang idiinginkan itercapai. 

 Pengertian ikebijakan imenurut iRose iadalah i“serangkaian ikegiatan iyang isedikit 

ibanyak iberhubungan ibeserta ikonsekuensi-konsekuensinya ibagi imereka iyang 

ibersangkutan idaripada isebagai isuatu ikeputusan itersendiri“. iMenurut iAnderson i 

i“kebijakan imerupakan iarah itindakan iyang imempunyai imaksud iyang iditetapkan ioleh 

iseorang iaktor iatau isejumlah iaktor idalam imengatasi isuatu imasalah iatau isuatu 

ipersoalan”.26 

 Berdasarkan iuraian idi iatas, ikebijakan imerupakan isuatu ikeputusan iyang idiambil 

iuntuk imengatasi ipersoalan iatau ipermasalahan iyang iada idi imana isetiap ikebijakan-

kebijakan itersebut imemiliki ikonsekuensi itersendiri. i 

 Pengertian iImplementasi  imenurut iMeter idan iHorn iadalah i“Implementasi 

iKebijakan isebagai itindakan-tindakan iyang idilakukan ioleh iindividu-individu iatau 

ikelompok-kelompok ipemerintah imaupun iswasta iyang idiarahkan iuntuk imencapai 

itujuan-tujuan iyang itelah iditetapkan idalam ikeputusan ikebijakan isebelumnya”.27Agar 

iimplementasi ikebijakan idapat iterlaksana idengan ibaik imaka iharus idilaksanakan 

iberdasarkan i6 i(Enam) iElemen ipokok iyang imembentuk iikatan i(lingkage). i 

 Menurut iMeterdan iHorn iada i6 i(Enam) ielemen ipokok iyang imembentuk iikatan 

i(lingkage), iadalah isebagai iberikut i:28 

1. Ukuran-ukuran idasar idan itujuan-tujuan ikebijakan 

2. Sumber-sumber ikebijakan 

3. Komunikasi iantar iorganisasi idan ikegiatan-kegiatan ipelaksanaan 

4. Karakteristik ibadan-badan ipelaksana 

5. Kondisi-kondisi iekonomi, isosial, idan ipolitik 

6. Kecenderungan ipelaksana i(Implementors) 

3. Efektivitas iHukum 

 Pengertian iefektivitas imenurut iSiagian, iadalah isebagai iberikut i“efektivitas 

ikerja iberarti ipenyelesaian ipekerjaan itepat ipada iwaktu iyang iditetapkan”, iartinya 

 
26 Winarno Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo, Jakarta, 2008, hlm. 

17-18. 
27 Ibid. hlm. 145. 
28 Ibid. hlm. 156. 



 
 

 
 

iapakah ipelaksanaan isuatu itugas idinilai ibaik iatau itidak isangat itergantung ipada 

ibilamana itugas iitu idiselesaikan idan itidak iterutama imenjawab ipertanyaan ibagaimana 

icara imelaksanakannya idan iberapa ibiaya iyang idikeluarkan iuntuk iitu. iUntuk imengukur 

iefektivitas iterdapat ibeberapa iprinsip isebagai iberikut i:29 

 

1. Ukuran iwaktu i 

2. Ukuran iharga 

3. Ukuran inilai 

4. Ukuran iketelitian 

 Efektivitas idapat idiartikan isangat iberagam iterkait idengan ibidang ikeahlian idan 

itergantung ipada ikonteks iapa iefektivitas itersebut idigunakan, imenurut iDrucker iteori 

iefektivitas iadalah isuatu itingkatan isesuai iantara ikeluaran isecara iempiris idalam isuatu 

isistem idengan ikeluaran iyang idiharapkan. iEfektivitas iberkaitan ierat idengan isuatu 

ikegiatan iuntuk ibekerja idengan ibenar idemi itercapainya ihasil iyang ilebih ibaik isesuai 

idengan itujuan iyang isemula. iSementara iitu imenurut iBernard iefektivitas iadalah 

ipencapaian isasaran idari iupaya ibersama, idimana iderajat ipencapaian imenunjukkan 

iderajat iefektivitas, iefektivitas idapat idigunakan isebagai isuatu ialat ievaluasi iefektif iatas 

isuatu itindakan.30 

 Teoriiefektivitas ihukumimenurut iSoerjono iSoekantoiadalah ibahwa iefektif i iatau 

itidaknya isuatu ihukumiditentukan ioleh i5 i(lima) ifaktor, iyaitu i:31 

1. Faktor ihukumnya isendirii(undang-undang). 

2. Faktor ipenegakihukum, iyakni ipihak-pihakiyang 

imembentukiimaupun imenerapkan ihukum. 

3. Faktor isarana iatau ifasilitas iyang imendukung ipenegakan 

ihukum. 

4. Faktor imasyarakat, iyakni ilingkungan idimana ihukum itersebut 

iberlaku iatau iditerapkan. 

 
29 Sondang, Siagian, Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, PT.Gunung 

Agung, Jakarta, 1997, hlm. 153. 
30 Ibid. hlm. 22. 
31 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja 

Grafindo  Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8. 



 
 

 
 

5. Faktorikebudayaan, iyakni isebagaiihasil ikarya, icipta idanirasa 

iyang ididasarkan ipada ikarsa imanusia idi idalam ipergaulan ihidup. 

 Dalam ikondisi iyang idemikian iini, imasyarakat ihanya imenginginkan iadanya 

isuatu ikepastian ihukum, iyaitu iadanya isuatu iperaturan iyang idapat imengisi ikekosongan 

ihukum itanpa imenghiraukan iapakah ihukum iitu iadil iatau itidak. iKenyataan isosial iseperti 

iini imemaksa ipemerintah iuntuk isegera imembuat iperaturan isecara ipraktis idan 

ipragmatis, imendahulukan ibidang-bidang iyang ipaling imendesak isesuai idengan 

ituntutan imasyarakat itanpa iperkiraan istrategis, isehingga imelahirkan iperaturan-

peraturan iyang ibersifat itambal isulam iatau itidak imemperbaiki ikeseluruhan iyang idaya 

ilakunya itidak ibertahan ilama, iakibatnya ikurang imenjamin ikepastian ihukum idan irasa 

ikeadilan idalam imasyarakat. 

 Teori iefektivitas iamat iberkaitan ierat idengan iefektivitas ihukum, iagar ihukum iitu 

iefektif imaka idiperlukan iaparat ipenegak ihukum iuntuk imenegakkan isanksi itersebut. 

iSuatu isanksi idapat idiaktualisasikan ikepada imasyarakat idalam ibentuk iketaatan 

i(compliance), idengan ikondisi itersebut imenunjukkan iadanya iindikator ibahwa ihukum 

itersebut iefektif. iSanksi imerupakan iaktual idari inorma ihukum iyang imempunyai 

ikarakteristik isebagai iancaman iatau isebagai isebuah iharapan, isanksi iakan imemberikan 

idampak ipositif iatau inegatif iterhadap ilingkungan isosialnya, idisamping iitu isanksi iialah 

ipenilaian ipribadi iseseorang iyang iada ikaitannya idengan isikap iprilaku idan ihati inurani 

iyang itidak imendapatkan ipengakuan iatau idinilai itidak ibermanfaat ibila iditaati. i 

 Pengaruh ihukum idan ikonsep itujuan, idapat idikatakan ibahwa ikonsep ipengaruh 

iberarti isikap itindak iatau iprilaku iyang idikaitkan idengan isuatu ikaidah ihukum idalam 

ikenyataan, iberpengaruh ipositif iatau iefektivitasnya iyang itergantung ipada itujuan iatau 

imaksud isuatu ikaidah ihukum, isuatu itujuan ihukum itidak iselalu iidentik idinyatakan 

idalam isuatu iaturan idan ibelum itentu imenjadi ialasan iyang isesungguhnya idari ipembuat 

iaturan itersebut. i i 

 Kesadaran imoral iwarga imasyarakat itentu isaja itidak iakan ilagi iselalu isama idan 

isebangun idengan ikesadaran ihukum irakyat. iHukum iyang idikembangkan idari icita 

ipembaharuan idan ipembangunan inegara-negara inasional ipun ikarenanya iakan 

imemerlukan idasar ilegitimasi ilain, iyang itak iselamanya idipungut ibegitu isaja idari 

ilegitimasi imoral irakyat iyang itelah iada iselama iini. iHukum-hukum iekonomi, ilalu ilintas 



 
 

 
 

idan itata ikota iyang imendasarkan idiri imaksud-maksud ipragmatis ijelaslah ikalau iterlepas 

idari ikesadaran imoral itradisional.32 

 Dalam ipelaksanaan iperaturan ihukum, ikeadilan iharus idiperhatikan, inamun 

ihukum iitu itidak iidentik idengan ikeadilan, ihukum iitu ibersifat iumum, imengikat isetiap 

iorang, ibersifat  imenyamaratakan, iadil ibagi  iseseorang ibelum itentu idirasakan iadil ibagi 

iorang ilain.33 

 Permasalahan  iyang iterjadi idi imasyarakat iadalah iketidakjelasan  idalam 

imerealisasikan iPeraturan iDaerah iNomor i3 iTahun i2016 itentang iPenyelenggaraan  

iKepariwisataan itersebut. iAdapun ijenis iusaha ipariwisata iyang idilarang isebagaimana 

iyang idiatur idalam iPasal i47 iayat i(1) imeliputi idiskotik, ibar, iklab imalam, iPUB, 

ikepariwisataan, ipanti ipijat i(message), ilive imusic idan ijenis-jenis iusaha ilainnya iyang 

itidak isesuai idengan inorma iagama. 

F. Penelitian iiTerdahulu 

Sebagai iibahan iipertimbangan iidalam iipenelitian iitesis iiyang iidisusun iioleh 

iipenulis, iipenulis iimenyertakan iibeberapa iihasil  iipenelitian iiterdahulu iisebagai 

iiperbandingan iitinjauan iikajian iimateri iidan iisebagai iidata iipendukung iibagi 

iioriginalitas iipenelitian iiyang iiakan iidibahas, iisebagai iiberikut i: 

1. Tesis, iSituasi iKerja iAnak idi iTempat iHiburan i Malam iDitinjau iDari iHukum 

ipositif idan iHukum iIslam i(Studi iKasus idi iCafe idan iKaraoke iYess 

iTulungagung) iditulis ioleh iArie iSulistyawan i(UIN iSatu iTulungagung) i2019, 

iPenelitian idalam itesis iini idilatarbelakangi ioleh ifenomena iyang ibanyak iterjadi 

idi imasyarakat iTulungagung.Untuk imemenuhi ikebutuhan ikeluarga, itak isedikit 

ianak-anak idi ikota itersebut iharus ibekerja idi icafe idan ikaraoke. i Salah isatunya idi 

iCafe idan iKaraoke iYess ijalan iPattimura iBarat, iTulungagung. iPenelitian iini 

iakan imeninjau ifenomena itersebut idengan iHukum iPositif iyaitu iUndang- 

iUndang iNomor i13 itahun i2003 itentang iKetenagakerjaan  idan iUndang-Undang 

iNomor i23 itahun i2002 itentang iPerlindungan iAnak iserta iHukum iIslam. iPada 

idasarnya iperaturan iPerundang-undangan iHukum iPositif imembolehkan ianak 

 
32 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 

Cetakan Pertama ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm.380. 
33 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Yogyakarta, 1993, hlm.2. 



 
 

 
 

ibekerja iselama itidak imembahayakan idirinya isedangkan imenurut iHukum 

iIslam iselain itidak imembahayakan iseharusnya ijuga itidak iberpotensi 

imenimbulkan idosa. 

2. Tesis, iAnalisis iYuridis iPelaksanaan iPeraturan iDaerah itentang iPerlindungan 

iAnak ipada isector iusaha iPanti iPijat, iRestoran, iTempat iHiburan iMalam iyang 

imempekerjakan iAnak idi ibawah iumur i(Studi idi iKota iBatam) iditulis ioleh iSuci 

iErnandi i(Universitas iInternasional iBatam) i2022, iPenelitian iini idi ibuat iagar 

iberkurangnya itindakan imempekerjakan ianak idibawah iumur isesuai idengan 

iUndang-Undang iPerlindungan iAnak iNomor i35 itahun i2014 iperubahan iatas 

iUndang-Undang iNomor i23 itahun i2002 itentang iPerlindungan iAnak idan 

imembahas imengenai ibebasnya iprostitusi iberkedok ibisnis idan ibebas ianak iusia 

idibawah i18 itahun ibekerja idi iKota iBatam idisebabkan ipemerintah ikurang 

imaksimal idalam ipengawasan. i 

3. Jurnal, iAnalisis iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i10 iTahun i2009 

itentang iKepariwisataan iterkait ipengembangan ipariwisata idi iKota iMedan, 

iAdapun ipembahasan iyang idiangkat idalam ijurnal itersebut iyang iditulis ioleh 

iLilik, iberkaitan idengan ipengembangan idestinasi ikepariwisataan idi iwilayah 

iKota iMedan, ipengaturan ihukum iyang imengatur imengenai ipengembangan 

iparawisata idi ikota imedanpengembangan ipariwisata iyang idilakukan ioleh 

iDinas iPariwisata iKota iMedan iPeraturan ihukum iyang imengatur iparawisata 

iUndang-Undang iNomor i10 iTahun i2009 iTentang iKepariwisataan. iPeraturan 

iMenteri iPariwisata iRepublik iIndonesia iNomor i10 iTahun i2018 iTentang 

iPelayanan iPerizinan iBerusaha iTerintegrasi  iSecara iElektronik iSektor 

iPariwisata. iKebijakan ihukum iterkait  ikepariwisataan idalam ipengembangan 

iparawisata ikota imedan iberdasarkan  iUndang-Undang iNomor i10 itahun i2009 

itentang ikepariwisataan. 

4. Jurnal, iPerlindungan iHukum iterhadap iWisatawan idi iDestinasi iSembalun 

iditinjau idari iUndang-Undang iNomor i10 iTahun i2009 itentang iKepariwisataan 

iyang iditulis ioleh iDerita iWasara, isesuai idengan irumusan ipada iPasal i1 iangka i3 

iUndang-Undang iNomor i10 iTahun i2009 itentang iKepariwisataan, ipariwisata 

iadalah iberbagai imacam ikegiatan iwisata idan ididukung iberbagai ifasilitas iserta 



 
 

 
 

ilayanan iyang idisediakan ioleh imasyarakat, ipengusaha, ipemerintah idan 

ipemerintah idaerah. iTujuan ipenelitian iini iuntuk imengetahui ibagaimana 

iimplementasi iperlindungan ihukum iterhadap iwisatawan idalam ikegiatan 

ikepariwisataan iberdasarkan iUndang-Undang iNomor i10 itahun i2009 itentang 

ikepariwisataan idi iKecamatan iSembalun. 

5. Jurnal, iPersepsi imasyarakat iterhadap ikeberadaan iTempat iHiburan iMalam idi 

iKota iPadang iSidimpuan, iAdapun ipembahasan iyang idiangkat idalam ijurnal 

itersebut iyang iditulis ioleh iSoritua iRitonga, iberkaitan idengan ibagaimana 

ipersepsi imasyarakat iterhadap ikeberadaan itempat ihiburan imalam idan iapa isaja 

idampak iyang iditimbulkan idari ihiburan imalam. i Penulis i membatasi i masalah 

i hanya i meneliti i masyarakat i di i Kelurahan i Losung. 

 Disimpulkan ibahwa ijudul-judul itersebut imemiliki iobjek iUndang-Undang iyang 

isama iberkaitan idengan ikepariwisataan, itetapi iapabila idikonklusikan iperbedaan idari 

ipenelitian itersebut idengan ipenulis iadalah iberkaitan idengan ipenerapan iaturan ihukum 

idi idalam iperaturan idaerah, imengkaji itentang ipenyebab idari itidak idilaksanakannya 

isuatu iperaturan idaerah, iserta imengkaji iunsur-unsur iyang iterkait, idiantaranya iDinas 

iPariwisata iKabupaten iBekasi idan iSatuan iPolisi iPamong iPraja isebagai iPerangkat  

iDaerah isekaligus ipenegak iPeraturan iDaerah, isehingga iterdapat ibeberapa ivariabel 

ipermasalahan iserta ipenyelesaianya iyang iperlu idikaji ilebih idalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


